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BUPATI TANA TOR.A"IA
PROVIIISI ST'LAWF^SI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA*'A
ITOMOR 40 TATIUI{ 2OI7

TENTANG

NOMENKLATT'R JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NF,GERI SIPE
DI LIITGKUNGN{ PEMERINTAH KABT'PATEII TAIYA TORA"IA

DENGAN RNIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA^IA.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana digunakan
sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam
pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam
huruf a di atas maka untuk menjadi pedoman
pengelolaan manajeman kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu ditetapkan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pega.wai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja;

c. baJrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembenttrkan Daerah daerah Tk. II di Sulawesi
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa ka-li, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ,r,b
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2O16 Nomor 1O);

8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 32);

9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Keq'a Sekretariat DPRD Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Inspektorat Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 34);

I 1 . Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Keda Dinas Kesehatan Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 36);

I 3. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 20 16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Keg'a Dinas Koperasi, Usaha Kecii dan
Menengah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dlns Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 38\; 

b
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Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 42);

19. Peratural Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 43);

2O. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora,ia Tahun
2016 Nomor 44);

21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Keda Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi
Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah l(abupaten
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25. 016 tentang

*ffiJllff:t
(Berita Daerah Kabupaten

26. peraturan Bupati Nom 
omor 49);

Kedudukan, Susunan O
serta Tata Kerja Dina
Kawasan pemukiman
Daerah Kabupaten Tana
5o);

27.

(Berita Daerah Kabupaten

28. peraturan tT;'illr" 
2016 tentangKedudukan anisasi, T\rgas dan Fungsiserta Tata Ketahanan pangan danPerikanan a Toraja (Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 52);
29. P_eratural Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas penanaman Modal dan ffsp
Kabupaten Tana Tora-fa (Berita Daerah Kabupaten

- Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 53);
30. Peraturar Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tana Toraja (Berita Daera-h Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 54);

31. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Keq'a Dinas Kepemudaaa dan O
Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 55);

Kabupaten

32. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2O16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tana Tora-ja (Berita Daerah Kabupaten
Tana Tora.ja Tahun 2016 Nomor 56);

33. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tala
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tnhun
2016 Nomor 57);

34. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Ke{a Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tana Toraja @erita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor I,sl;@
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35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukal, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi
serta Tata Kefa Badan Pengelolah Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tarla Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 59);

36. Peraturan Bupati Nomor 6O Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 60);

37. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 61);

38. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Penalggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 62);

39. Peratural Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 63);

40. Peraturan Bupati Nomor
Kedudukan, Susunan O
serta Tata Kerja Kelurah
(Berita Daerah Kabupate
Nomor 64);

MEMUTUSI(AI{:

PERATT]RAN BT'PATT TEITTA.ITG NOUENI{LITTI'R
.,ABATAN PELANSAITA BAGI PEC}AWAI I|EGERI SIPILDI LIITGKUNGAN PEMERINTAH IGBUPATEI| TANA
TORA.IA

BAB I
KETEITUAI{ UMUM

Pasal 1

Menetapkan

d dengan :

Toraja sebagai unsur penyelenggara
pelaksanaan urusan pemerintahan

om'
fl.,,/
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4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tana
Tora.ja, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur pengawas
penyelenggara pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan
dan kecamatan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia y€rng memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam iuatu satuan
organisasi.

8

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 

- puuiit serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang
disusun secara ringkas dalam bentuk satu lialimat y"rrg ir.n""i-irk ,
pokok-pokok tugas jabatan.

9. Uraian T\.rgas adalah suatu paparan tugas jabatan yang mempakan upayapokok pemangku jabatan daram memproses bahan tl4imenlaii hasil keq'a

10. tertentu.
yang terdiri dari pegawai yang
sejenis.

(1) Jabatan Pelaksana bagi pegawai Negeri Sipil klasifrkasijr*:t&flt vang menunjukkan klsamaan i;;, ;;; 
/

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan po dimaksud /,pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nome ana. f
(3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan kepada kualifikasi pendidilian formar dan/atau profesi serta
kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB II
JABATAN PELANSANA

Pasal 2

Feral 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasar
dig,nakan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk:a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. penentuan pangkat dan Jabatan;c. pengembangan karier;
d. pengembangan kompetensi;
e. penilaian kineda;
f. penggajian dan tunjangan; dan
g. pemberhenttaa, 7fig

2



Pasal 4

Nomenklatur Jabatan pelaksana
tercantum dalam lampiran yang
peraturan Bupati ini terdiri atas :

sebagaimana dimaksud dalam pasal
merupakan bagian tidak terpisahkan

3,
dari

a' Jabatan Pelaksana pada unsur Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I;b' Jabatan Pelaksana pada Unsur eer"f""L Administrasi dan pemberian
dan fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja

c. lHijlHj: Urusan pemerintahan sebasaimana

s penyelenggara pemerintahan Daerah
IV;

tercantum dalam lampiran V; 
ang Urusan Pemerintaha, sebagaimana

f' Jabatan Pelaksana pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalamlampiran VI;
g. Jabatan Pelaksana Pada Kelurahan sebagaimana tercartum daram lampiran

VII.

pasal S

(1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan p"l"uurrr* aaniatau fnambahan

o', "liili,"Lil.t rrt:;:H 
" 
ffi *"

(2) memuat:
a. nomenklatur jabatan;
b. tugas Jabatan;
c. kualifrkasi Pendidikan dan/ atau profesi; dan L

. _d kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
(a) usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1s1 aisertai dengan analisis jabatan dan

analisis beban kerja.
(5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati setelah
mendapat perlimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMINDAI{AN

Pasal 6

(1) Setiap CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja harus
diangkat dalam Jabatan Pelaksana kecuali CPNS yang mempunyai jabatan
melekat dalam jabatan fungsional tertentu;

(2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peral 7

(1) setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional
tertentu, diangkat dalam jabatan p.i"X.ur^; 1(1.
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(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (l)
6ilstapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal I
(1) Setiap CPNS dan PNS yang dirotasi atau dipindahkan ke OpD lain diangkat

dalam jabatan pelaksana;
(2) Pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KTIENTUAN PERALIIIAIT

Pasal 9

1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

2) semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah
ditetapkan kelas jabatannya sebelum peraturan nupati ini berlaku, dinyatakan
tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/ atau kelas
jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.

BAB V
I{EIEI{TUAN PEI{UTT'P

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerahkabipaten-Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2O17

TANATORA.'A,4

BIRIITGI(AITAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2017
PIt. SEKREf,ARIS DAERAII KABI'PATEN TATIA TORA^'A,

SEMT'EL TANDE BURA

I

P4

*

T o

BERITA DATRAII I(ABT'PATTI| TAITA TORA.'A TAITUT 2OI7 ITOItrOR 4()
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKEANA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KAI}UPATEN
TANA TORAJA

.,ABATAN PELAKSANA PADA T'NSTIR STAF

SEKR TARIAT DAERAII

A. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
a) SUB BAGIAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM :

1 . PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN ;
2. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM.

b} SUB BAGIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINMAS :

1. PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN.
c) SUB BAGIAN KEPENDUDUKAN, PERTANAHAN DAN KERJASAMA

LEMBAGA:
1. PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPAI}UMI DAN PATEN;
2. ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA.

B. BAGIAN KESE{'AIITTRAAN RAI(YAT
a) SUB BAGIAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:

1. ANALIS KESF^IAHTERAAN RAKYAT.
b) SUB BAGIAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN :

1. ANALIS LEMBAGA KEAGAMANAN.
c} SUB BAGIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, IBU DAN ANAK:

1. ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN.
C. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

a) SUB BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

1. JURNALIS;
2. TENAGA PELIPUTAN.

b) SUB BAGIAN TATA KELOLA DAN PROTOKOL:
1. PETUGAS PROTOKOL;
2. PRANATA ACARA.

c) SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGADUAN MASYARAI(AT:
i. ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT.

D. BAGIAI{ EKONOMI
a) SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT:

i. ANALIS PEREKONOMIAN.
b) SUB BAGIAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA:

l.PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INVESTASI.
c) SUB BAGIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH :

1. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.
E. BAGIAIT PEMBAITGUNAIT

a) SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH :

1. ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN;
2. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN.
b) SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN JASA KONTRUKSI :

1. PENGELOLA JASA KONSTRUKSI.
c) SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPoRAN:

1. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
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A. BAGIAIT HUKUM
a) SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
2. PENGET,OLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN;
3. PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.
b) SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM:

1. ANALIS BANTUAN HUKTJM;
2. PEI{YUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM.

c} SUB BAGIAN TINDAK LANJUT :

1. ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM.
G. BAGIAIT ORGAITISASI DAN TATAI,AI(SANA

a) SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI:
1. ANALIS KELEMBAGAAN;
2. PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN.

b) SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN TATA KERJA :
1. ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA;
2. PENGEI.OLA TATA NASKAH.

c) SUB BAGIAN ANALISIS JAI}ATAN :
1. ANALIS JABATAN.

H. BAGIAN UMUM
a) SUB BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA:

. PENGADMINISTRASI PERSURATAN;

. PENGADMINISTRASI UMUM;

. PENGADMINISTRASI RAPAT;

. NOTULIS RAPAT;

. AJUDAN;

. SEKRETARIS;

. PRANATA JAMUAN.
UB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN :

. PENGEMUDI;

.PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN;

b

I
2
3
4
5
6
.7

S
1

2 RUMAH TANGGA DAN

7. PRAMU KEBERSIHAN;
8 cRN;9 SARANG MILIK DAERAH.

c)s
1. PENGELOLA KEUANGAN;
2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA GAJI;
5. PENGELOLA PERJALANAN DINAS.

TANA TOR.A^' O,(b

B cxANAE t/
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2Ot7
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

.IABATAN PELAKSAITA PA.DA T'NST'R
PELAYANAN N)MII{ISTRASI DAN PEMBERIAN DTIIil'I{GAI| TERIIADAP TUGAS

DAIT FI'NGSI DPRD IIABT'PATTN TAITA TORAJA

SEKRETARIAT DPRI)

A. BAGIAN UMUM
a) SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :

PENGADMINISTRASI UMUM;
PENGADMINISTRASI KEPF,GAWAIAN ;

PENGELOLA GAJI;
BENDAHARA;
PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
PENGELOLA PERJALANAN DINAS;
PENG"ADMINISTRASI R,{P,AT;
NOTULIS RAPAT;
AJUDAN;

IO. SEKRETARIS;
11. PRANATAJAMUAN.

b) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI:
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

c) SUB BAGIAN PERENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA:
1. PENGEMUDI;
2. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN

PERLENGI(APAN;
3. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA;
4. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA;
5. TEKNISI PERALATAN KANTOR;
6. PRAMU BAKTI;
7. PRAMU KEBERSIHAN;
8. TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN;
9. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BAGIAN LEGISLASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
a) SUB BAGIAN ANALIS PRODUK HUKUM :

1. ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN;

2, PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
b) SUB BAGIAN LEGISLASI :

1. ANALIS LEGISLASI.
c) SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA :

1. PENYUSUN RENCANA KERJASAMA KELEMBAGAAN.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
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C. BAGIAN PERSIDANGAN
a) SUB BAGIAN AGENDA RAPAT :1. RAPAT;

Z, RAPAT PIMPINAN;

4. PENULIS STENO.
b) SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH:

I. PENGELOLA PERSIDANGAN;
2.PE}IYUSUN RISALAH;
3. PENGADMINISTRASI RISALAH.

c) SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL:
1. ANALIS HUMAS DAN PROTOKOLER;
2. PETUGAS PROTOKOL;
3. PRANATA ACARA.

A TORAT'A, ,9

rANAT
\.-

\-,
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORAJfi
NOMOR ; 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017TENTANG' 

*J#cB#f,lN,"P,P"df,+,H
ERINTAH KABUPATEN

1

JABATAIT PEL/\KSANA PADA UNSUR PELANSAI{A T'RUSAN PEMERIITTAHAI{

DINAS PENDTDIKAN
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PENDIDINAN DASAR
a) SEKSI SD:

1. PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDII(AN;
2. PENGELOLA PESERTA DIDIK;
3. PENGELOLA TENAGA TEKNIS TK/SD.

b) SEKSI SMP:
1. PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDII(AN;
2. PENGELOLA PESERTA DIDIK;
3. PENGELOLA TENAGA TEKNIS SLTP.

c) SEKSI PERIZINAN LEMBAGA PENDIDII(AN :

1. PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN.
C. BIDANG PENDIDII(AI{ DAN KURIKULUM

a) SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN FORMAL DAN NoN FORMAL :

1. ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN;
2. PENGADMINISTRASI KURIKULUM.

b) SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:
1. PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. PENGADMINISRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDII(AN;

c) SEKSI PEMBINAAN PELAYAN PENDIDIK:
1. PENGOLA BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI;
2. PENGEVALUASI TENAGA I(EPENDIDIKAN;
3. PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK.

D.BIDANG PAUD DAIT PEITDIDIXAN NOI{ E1ORMAL
1. SEKSI KERJASAMA PAUD :

1. PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PAUD;
2. PENGELOLA KELEMBAGAAN PAUD.

2. SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL:
1. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL

DAN INFORMAL;
3. SEKSI PELAYANAN KESETARAAN PAUD:

1. ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN.
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2. DINASI XISEITATAJ5

A. SEI(RETARIAT
a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN.2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOI,A GAJI;
3 BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDAITG KESEHATAN MASYARAI$T

a) SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI :r. PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA;2. PENGELOLA PROGRAM GIZI;
3. ANALIS GIZI.

b) SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:I' PENGEI.OLA PENCGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANGKESEHATAN.
c) SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN oLAHRAGA:

1. PEMERIKSA SANITASI;
2. PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT.

C, BIDANG PENCEGATIAN DAIY PEITGEITDALIAIT PEIYYAIST
a) SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI :r. PEI{YULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT;2. PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI.
b) SEKSI PENYAKIT MENULAR :

1. PENGELOLA PEMBERANTASAN PEI.IYAKIT MENULAR LANGSUNG;2. ANALIS PEI{YAKIT MENULAR.
c) SEKSI PEI{YAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA :1. PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR;

D. BIDAIVG PELAYAITAIT KESEHATAN
a) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER :

1. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN.
b) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN :

1. PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN.
c) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIoNAL :

1. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN.
T. BIDAITG SI'MBER DAYA KESEIIATAIT

a} SEKSI KEFARMASIAN:
1. PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI;

2. PENGELOLA KEFARMASIAN.
b) SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH

TANGGA:
4. PENGELOLA OBAT DAN ALAT_ALAT KESEHATAN.

c) SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN :

1. ANALIS OBAT DAN MAKANAN;
2. PEI\iYULUH OBAT DAN MAKANAN.
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3. DIITAS KOPERASI, USAIIA }IIKRO, KECIL DAN MEITEITGAI{
A. SEI{RETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
I. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUBBAG KEPEGAWA]AN:
1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDAITG KELEMBAGAAIT KOPERASI
a) SEKSI BADAN HUKUM DAN ORGANISASI KOPERASI:

r. ANALIS KOPERASI.
b) SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN:

1. PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI.
c} SEKSI KEANGGOTAAN DAN ADVoKASI :

1. PET.IYIJLUH KOPERASI;
2. PRANATA KOPERASI.

C. BIDANG PEIiIGAWASAN DAN PEMBIITA KOPERASI
a) SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KOPERASI :

1. PENGELOLA KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
KOPERASI.

b) SEKSI PEMBINAAN USAHA KOPERASI :

PEMBINAAN

1

2
a

4

. PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA;

. PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA;

. PEI.IYULUH KOPERASI;

. PNYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH.

c) SEKSI PENDAMPINGAN KASUS KOPERASI :

1. PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI
D. BIDAI{G USAHA DAIT PEMBIAYAAN

a) SEKSI PRODUKSI:
1. ANALIS BIMBINGAN USAHA.

b) SEKSI PEMBIAYAAN:
1. PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA;
2. PEI\TYUSUN RENCANA SARANA PENGEMBANGAN USAHA.

c} SEKSI PEMASARAN DAN KEMITRAAN :

1. FASILITATOR SARANA PEMASARAN;
2. PEI{YULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.E. BIDAITG T'KM

a) SEKSI KELEMBAGAAN UKM :

1. ANALIS KOPERASI;
2. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA.

b) SEKSI USAHA DAN PROMOSI UKM:
1. FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN;
2. FASILITATOR PROMOSI;
3. PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH.
c) SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN UKM :

1. PENYUSUN RENCANA PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH;

2. PENYUSUN RENCANA KEMITRAAN USAHA BESAR.
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4. DINAS XIPENDUDUXAN DAN PEIYCATATAN SIPIL
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

r. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1 . PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDAI{G PELIIYANAIT PEI{DAI'TARAIT PEITDUDT'I(

a} SEKSI IDENTITAS PENDUDUK:
1. PENGADMINISTRASI I(EPENDUDUKAN;

b) SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK:
1. PENGELOLA MUTASI PENDUDUK;

c) SEKSI PENDATAAN PENDUDUK:
1. PEI{YUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

C. BIDANG PELAYAI{AIT PENCATATAN SIPIL
a) SEKSI KELAHIRAN:

I. PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN;
b) SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN:

1. PENGADMINISTRASI PERKAWINAN/PENCATAT NII(AH;
2. PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN;
3. PENGADMINISTRASI IZIN KAWIN DAN IZIN CERAI.

c) SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN
KEMATIAN:
I. PEI.ICAD},,IIITSTP-^.SI AHTA PER,I,-^.WIIY,^,].J, PERCERNIA}J,

PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK.
D. BIDAITG PENGEIOLAAIT IITFORMASI ADMTilISTRASI IITPEITDT'DUKAN

A) SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISRASI KEPENDUDUKAN :
1. PENGELOLA SISTEM INFORMABI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

b) SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA I(EPENDUDUKAN :
1. PENGELOLA DATA

c) SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNoI,oGI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

1. ANALIS DATA DAN INFORMASI;
E. BIDAITG PEMAITFAATAN DI\TA DAN IITOVASI PEtrAYAITAN

a) SEKSI KERJASAMA:
1. ANALIS KERJASAMA

b) SEKSI INOVASI PELAYANAN:
I. PENGOLAH DATA PELAYANAN

c) SEKSI PELAYANAN TEKNIS :

I. PENGAWAS KEPENDUDUKAN;
2. PENGELOLA gIgTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN.
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5. DIilAS PERHUBUNGAIT

A. SEKRETARIAT
a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

I. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN.
4. PENGELOLA PERJALANAN DINAS;
5. PENGELOLAGAJI;
6. BENDAHARA;
7. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;8. PENANGIH RETRIBUSI;
9. PENGADMINISTRASI KARCIS.

2. BIDANG LALU LIIYTAS
a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS :I. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA.
b) SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS :

1. PENGADMINISTRASI LLAJ;
2. PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL.c) SEKSI PEMBINAAN DAN HUKUM :

1. PRANATA TILANG.
3. BIDANG AI{GT(UTAIT

a) SEKSI ANGKUTAN DARAT:
1. ANALIS ANGKUTAN DARAT;
2. PENGELOLA USAHA ANGKUTAN;
3. PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAN.

b) SEKSI ANGKUTAN UDARA :

1. ANALIS ANGKUTAN UDARA.
c) SEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN :

1. PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN;
2. PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN.

4. BIDAITG PEI{GEIYDALIAIT DAN PENGAWASAN
a) SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN :

1. PENGAWAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR;
2. PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN;

b) SEKSI PERIZINAN TRAYEK :

1. PENGELOLA PERIZINAN;
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN:

1. PENGAWAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.

6. DINAS SOSIAL
A. SEKREf,ARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b} SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
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B. BIDANG REIIABILITASI SOSIAL
a) SEKSI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL:

1. PENGOLAH DATA PENERIMAAN DAN JAMINAN.
b)SEKSIREHABILITASIDANPERLINDUNGANPENYANDANGMASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DISABILITAS :

1. ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL;
2. PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA;

3. PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PEI.IYANDANG CACAT.
c) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS SARANA PRASARANA :

1. ANALIS MASALAH SOSIAL;
2. PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

C. BIDANG PEMBTRDAYAAIT SOSIAL I
a) SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI :

1. PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH.
b) SEKSI PEMBERDAYAAN ANAK JAI,ANAN, TERLANTAR DAN FAKIR

MISKIN:
1. PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR;
2. PENGELOLA DATA.

c) SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL:
1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL.

7. DINAS PEHBERDAYAAIT UASYARAITAT DAIT LEMBANG
A. SIKRETARIA'T

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
I. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI PERSURATAN;
3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
4. PENGEI,OLA GAJI;
5. BENDAHARA;
6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.B. BIDA.ITO PEUERINTAIIAI{ LEMBAITG/I(ILURAHAIT

a) SEKSI PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT LEMBANG/KELURAHAN :
1. PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA.

b) SEKSI KETENTRAAN DAN KETERTIBAN:
1. PEI{YUSUN BAHAN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT

PEDESAAN.
c} SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA.
C..EIDAITG KILEMBAGAAI{ DAN SOSIAL BT'DAYA

A) SEKSI PENATAAN KELEMBAGAAN:
1. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KELEMBAGAAN.
b) SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA :

1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
c) SEKSI PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT:

1. PEI{YUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.
D. BIDATS PEMBANGTIITA.TT DAIT EKoIToMI

A) SEKSI PENGENDALIAIV OEX FENGAWASAN :
I. PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.

b) SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT:
1. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
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C) SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN :

i. ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN

8. DINAS PERTAIYIAN
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUAS1 :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

2. BIDANG TANAMAN PANGAN
a) SEKSI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN:

1. PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN.
b) SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN :

1. ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS;
2. ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PANGAN :

1. PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN;
2. PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA.

3. BIDANG HORTIKULTI'RA
a) SEKSI PERBENIHAN HORTIKULTURA:

1. ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS.
b) SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA:

1. PENGELOLA TEKNOLOGI DAN DATA PASCA PANEN;
2. PENGELOLATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN HORTI-
KULTURA:
1. PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA.

4, BIDANGPERNEBUNAN
a) SEKSI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN:

1. PENELAAH DATA SUMBER BENIH;
2. PETTYULUH PERKEBUNAN.
3. PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN

b) SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN:
1. PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN :

1. PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUAN.
5. BIDANG PETERNAI(AIY

a) SEKSI BUDIDAYA TERNAK :

1. ANALIS PAKAN TERNAK;
b) SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN:

1. PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL
DAN UNGGAS;

2. PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN;
3. PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN;
4. PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/UNGGAS DAN LALU

LINTAS DAGING.
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENYAKIT HEWAN :

1. PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS;
2. PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER;
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3. PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PEI{YAKIT HEWAN;
4.PENGELOLA LABORATORIUM PENGOAHAN HASIL DAN KULTUR

JARINGAN.

6. BIDANG PENYI'LUHAIC
a) SEKSI PENYULUH :

I. ANALIS KAPASITAS PENYULUH;
2. ANALIS METODE PENYULUHAN;
3. PENGELOLA PROGRAM PEI.IYULUHAN.

b} SEKSI BIMBINGAN PETANI :

1. PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI.
c) SEKSI PENDAMPINGAN PERCONToHAN :

I. ANALIS LAHAN PERTANIAN.

9, DINAS PT' DAIY PEIYATAAIT RUAITG
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PET{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN:
1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWA]AN.

B. BIDAICG BII{A MARGA
a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS :

1. ANALIS JALAN DAN JEMBATAN;
2. ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN.

b) SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN :

1. PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN;
2. PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN.

c) SEKSI PEMELIHARAANJALANDANJEMBATAN: 
I

1. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN;
2. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN;
3. PEMELIHARAJALAN.

C. BIDANG PENGEMBA.ITGAIT STIMBER DAYA AIR
a) SEKSI PERENCANAAN DAN OPERASI PEMELIHARAAN :

1. ANALIS SUMBER DAYA AIR;
2. PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN.

b) SEKSI IRIGASI DAN A]R BAKU:
1. PENGELOLA IRIGASI;
2. PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI;
3. PENGELOLA SUMBER DAYA AIR.

C) SEKSI SUNGAI DAN WADUK :

1. ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR.
D. BIDANG TATA RUAITG

a) SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG :
1. ANALIS TATA RUANG;
2. PEI\mJSUN RENCANA TATA RUANG.

b) SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN :
1. PENGELOLA TATA RUANG;
2. PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN.
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C} SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:
1. PENGAWAS TATA RUANG;
2. PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG.

E. BIDANG BIITA TEKNIN DAN JASA KONTRUKSI
a) SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA :

1. PENGELOLA JASA KONSTRUKSI
b) SEKSI PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN :

1. PENGELOLA TEKNIK KONTRUKSI BERKELANJUTAN.
c) SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN:

1. PENELAAH MUTU KONSTRUKSI.
F.. BIDAITG KEBERSIIIA.IT, PERTAMAITAN DAN PENERAITGAN

T'MUM
a) SEKSI KEBERSIHAN:

1. PRAMU KEBERSIHAN;
2. PETUGAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN

PEMBUANGAN AKHIR;
3. PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH;

b) SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN:
1. PRANATA TAMAN;
2. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN;

C) SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM :
1. PEMELIHARA PENERANGAN JALAN.7. BIDAITG PERALA'TAIT DAN PERBENGXELAN

a) SEKSI KENDARAAN I ALAT BERAT:
1. OPERATORALATBERAT.

b) sEKSr OPERAST:
1. TEKNISI PERALATAN DAN MESIN;
2. PEMELIHARA PERALATAN.

C) SEKSI PERBENGKELAN:
I. PENGELOLABENGKEL.

.,ALAN

TEMPAT

10. DINAS PARIWISATA
A. SEXRETARIA'I

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2, PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJIi
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDAI{G PENGIMBAITGAN DESTIITASI DAN IITDUSTRI PARIWISATA
B) SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI:

1. ANALIB pARIwISATA. 
r

b) SEKSI INDUSTfu PARiwIsATA:
1. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA.

c) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. PENGAWAS KEPARIWISATAAN;
2. PENGAWAS PERHOTELAN.

C. BIDAIIS PBXGEMBANGAI5 I(APASITAS
a)SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN :

1. ANALIS KEMITRAAN.
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b) SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA:
1. PEMERIKSA KEPARIWISATAAN.

c) SEKSI PEMBINAAN DAN PEI.IYULUHAN KEPARIWISATAAN :1. PEI\TYULUH WISATA.
D.BIDANG PEMASARAIT DAN PROMOSI

a) SEKSI INOVATIF DAN INDUSTRI KREATIF :
1. PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN ]

b) sEKSr PROMOST :

1. PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA;2. PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA;
3. PEMANDU WISATA.

c) SEKSI DATA DAN INFoRMASI :

1. PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN.

11. DINAS TENAGA XERJA DAN TRANSMIGRASI
A. SEKR.ETAR!{r

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

I. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

E.BIDANG TENAGA XER^'A
a) SEKSI PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA :

1. ANALIS PENEMPATAN TENAGA KERJA.
b) SEKSI KETERAMPILAN DAN KESEMPATAN KERJA:

I. ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI KETENAGAAN.
c) SEKSI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN :

1. PENGELOLA DATA.
F. BIDAT{G IIUBUIYGAIT II{DUSTRIAL DAIT JAIUINAN SOSIAI

a) SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL :
1. ANALIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI.

b) SEKSI PEMBINAAN PEKERJA USAHA DAN SERIKAT PEKERJA :

1. ANALIS TENAGA KERJA.
c) SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN ANAK :

I.ANALIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
INDONESIA.

G. BIDAITG TRAISMIGRASI
a)SEKSI TRANSMIGRASI :

1. PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN;
2. ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI.

b) SEKSI PEMBINAAN WARGA TRANSMIGRASI :

1. PENYULUH KAWASAN TRANSMIGRASI;
2. PENGELOLA DATA.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :

1, PENGAWAS KETRANSMIGRASIAN;
2. PRANATA KETRANSMIGRASIAN.
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12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDT'NGAN ANAK
A. SEKRETARIAT

a} SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVA].UASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI\IYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG KESETARAAN GEI{DER
a} SEKSI PEMBERDAYAAN POLITIK DAN HUKUM :

1. PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.
b) SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI:

1. ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.
c) SEKSI PEMBERDAYAAN KUALITAS KELUARGA:

1. PEI{YULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
ANAK.

C. BIDANG PERLINDUilGAN PEREMPUAN DAN AIIAI(
a) SEKSI PENDAMPINGAN HAK PEREMPUAN :

1. ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN.
b) SEKSI PERLINDUNGAN HAK ATAS ANAK:

1. PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK.
c) SEKSI PELAYANAN PMKS DAN NARKOBA:

l.PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN KELUARGA
BERENCANA DAN SEJAHTERA.

D. BIDAI{G DATA DAIT INFORIUASI
a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :

1. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
b) SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI :

1. PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK.
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :

1. PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK;
2. PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

13. DINAS PEI{GEI{DAI.IAN PEIIDUDUK DAN KELUARGA BERTI{CANA
A. SEKRETARHT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGEI,OLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PETTYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;.-3. PENGELOLA GAJI
4. AHARA
5. PENGE PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG XEPENDI,IDUI(AN
a) SEKSI PENDATAAN PENDUDUK;

1. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN
b) SEKSI PENYULUHAN KEPENDUDUKAN :

1. PENGAWAS KEPENDUDUKAN.
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c) SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN:
l.PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI;
2. PEMERIKSA KEPENDUDUKAN.

C, BIDAITG KELUARGA BERTNCAI{A
a) SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK:

1. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KELUARGA
BERENCANA.

b) SEKSI PENYULUHAN KI} :

1. ANALIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA;
2. PEI{YIJLUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA.

c) SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN KB :

1. ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA;
2. ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA

D. BIDANG KF^SE.'NITERAAN KELUARGA
a) SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SE.JAHTERA:

1. ANALIS KESE"IAHTERAAN KELUARGA;
2. PENGELOLA BINA KESE.IAHTERAAN KELUARGA.
3. PEI\TYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA

SE.IAHTERA.
b) SEKSI BINA KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANSIA :

1. PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA, BINA KELUARGA
REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA.

c) SEKSI BINA REMAJA:
1. PENGELOLA DATA

14. DINAS PERPUSTAI{AAN DAN KEARSIPAIT
A. SEKRETARIA'T

a) SUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUBBAG UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B.BIDANG PERPUSTAXAAN
a} SEKSI PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN :

I.PENGELOLA BAHAN PUSTAKA
b) SEKSI LAYANAN KEPUSTAI(AAN :

1. PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN;
2. PENGELOLA PERPUSTAKAAN.

c) SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK MEMBACA :

1. PEI{YIJLUH PERPUSTAKAAN.
C. BIDANG KEARSIPAIT

a) SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN :

1. PEI{YULUH KEARSIPAN.
b) SEKSI TATA KELOLA ARSIP :

I. PRANATA KEARSIPAN.
c) SEKSI PELESTARIAN ARSIP :

r. PRANATA LAIIORATORIUM ARSIP.
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A. SEXRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PiOGRAM DAN ANGGARAN;2. PEI\TYUSUN EVALUASI DAN PELAPoRAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
4. PENGELOLA GAJI;
5. BENDAHARA;
6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.3. BIDA!5G IIYFORMASI DAN KOMUNTXEST PUSLTI(

a) SEKSI DATA DAN STATISTIK:
1. ANALIS STATISTIK;
2. PENGELOLA DATA STATISTIK.

b) SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI ;
1

2
c} S KOMUNIKASI PUBLIK :

1. ANALIS BERITA;
2. PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA.C, BIDAITG PTITTELEIYGGARAAN F.GOVERIYMEITT

a) SEKSI DUKUNGAN PERALATAN TEKNoLoGI :
1. PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN;
2. TEKNISI JARINGAN INSTALASI.

b) SEKSI PENGEMBANGAN APLII(ASI :

1. PENGELOLA SrTUS/WEB;
2. TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB.

c) SEKSI KEAMANAN INFoRMASI DAN KOMUNIKASI :
1. OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI;
2. PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI.

D. BIDAITG LAYAITAN KOMUITII(ASI DAII INFORI}IATIKA
a) SEKSI TELEKOMUNII(ASI :

1. OPERATOR TELEKOMUKASI;
2. PENGNDALI JARINGAN KOMUNIKASI.

b) SEKSI SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK:
1. PEI\TYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM;
2. PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA.

c) SEKSI TATA KELOLA E-GoVERNMENT :
1. PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA;
2. OPERATOR TAYANGAN MULTIMEDIA DAN SMS.

16. DINAS PERUMAHAN RAI(YAT DAN TIAWASAN PERMT'NIMAN
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

I. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN:
2, PEI\TYUSUN EVALUASI DAN PELAPoRAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
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. PENGADMINISTRASI UMUM;

. PENGADMINISTRASI PERIZINAN;

. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;

. PENGELOLA GAJI;

. BENDAHARA;

. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;

. ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN,

1

2
3
4
5
6
7



26

B.BIDANG PERUMAHAI{
a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN :

1. ANALIS PERUMAHAN.
b) SEKSI TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN :

1. JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN;
2. PENILAI PROPERTI.

c) SEKSI PERUMAHAN DAN RUMAH KUMUH :

1. ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN;
C. BIDANG PERMT'XIMAIT

a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN :

KAWASAN;
5. ANALIS BATAS WILAYAH;
6. ANALIS KONSERVASI WILAYAH.

b) SEKSI PENYEDIAAN AIR MINUM :

PELESTARIAN

1. ANALIS OPTIMASI REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN;
2. ANALIS PENYEDIAAN AIR BERSIH;
3, JURU SURVEY PENYEDIAAN AIR MINUM.

c) SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN:
1. PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

D. BIDAIYG PENGEIYDALIAIY BANGI'NAIT
a) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN :

I. ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT;
2. PRANATA IZIN TINGGAL.

b) SEKSI PERIZINAN :

1. ANALIS HASIL PENANGANAN PELANGGARAN;
2. PENGADMINISTRASI IMB GEDUNG/BANGUNAN.

C) SEKSI BINA KONSTRUKSI :

1. PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN;
2. PENGAWAS FISIK PERMUKIMAN.

17. DINAS PERDAGAT{OAI| DAil PERINDUBTRIAIT
A. SEKRETARIAT

A) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
I, PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELoLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN:
1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ;

B. BIDAIIG PEHI{DUSTRIAI{
A} SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERINDUSTRIAN :I. PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN.
b) SEKSI INDUSTRI KEC]L MENENGAH:

1. PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI.
e) SEKSI INOVASI DAN KREATIF:

i. PE,qGELoLA DATA KREATIFITAS DAN INovAst.
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C. BIDAITG PERDAGAilGAN
a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN :

1. PEI.IYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA.
b) SEKSI PEMASARAN PRODUK:

I. PENGELOLA PEMASARAN.
c) SEKSI TATA LAKSANA PERIZINAN :

1. ANALIS DOKUMEN PERIZINAN;
2. PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN.

D. BIDAITG STANDARISASI DAIT PEITGAWASAIY
a) SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN:

1. ANALIS KERJASAMA PRASARANA STANDARISASI.
b) SEKSI PEMBINAAN HAKI :

1. ANALIS FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN:

1. PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DAN PEMASARAN.
E. BIDANG PENGEMBAITGAN DAN KER^'ASAMA

a) SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA:
1. ANALIS BIMBINGAN USAHA.

b) SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI :
1. PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN INFLASI DAERAH :

1. ANALIS PEEKONOMIAN.

18. DINAS I(ETAHANA.IT PANGA.U DAN PERIIIANAN
A. SEI{RETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c} SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDANG KETERSEDIAAIT DAI5 DISTRIBUSI PAITGAN

a) SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN :

1. PEMROSES KETERSEDIAAN PANGAN;
2. PENGELOLA KETAHANAN PANGAN.

b) SEKSI DISTRIBUSI PANGAN :

1. PENGAWAS HARGA PANGAN.
c) SEKSI KERAWANAN PANGAN :

1. PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.
C. BIDANG KOI{SUMSI DAIT KEAMANAN PANGAN

a) SEKSI KONSUMSI PANGAN :

1, PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN.
b) EEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN :

1. PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN.
c) SEKSI KEAMANAN PANGAN :

1. ANALIS PANGAN;
2. PENGOLAH MAKANAN.

D. BIDANG PERIKAIYAIT BT'DIDAYA
a) SEKSI BUDIDAYA:

i. AN.{LIS PERIKANAN BUDIDAYA;
2. PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN.
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b) SEKSI PEMBENIHAN PERIKANAN RAKYAT:
1. PENCAWAS MUTU BENIH II(AN;
2. ANALIS POTENSI PERBENIHAN.

c) SEKSI SARANA DAN PRASARANA :

1. PEIIYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA
BUDIDAYA;

2. PENGELOLA SARANA LABORATORIUM.
E. BIDANG PENGEI,OLAAN SUMBER DAYA PERIXANAN

a) SEKSI PENGOLAHAN PERII(ANAN :

1. ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN;
2. PENGELOLA PELAKSANA PENGUJIAN MUTU SECARA

LABORATORIS TERADAP PRDUKSI HASIL PERIKANAN.
b) SEKSI PELESTARIAN PERAIRAN UMUM DAN NELAYAN KECIL:

1. ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN.
c) SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN PERIKANAN:

1. PENGUMPUL DATA SUMBER DAYA PERII(ANAN;
2. PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN

PERIKANAN.

19. DINAS PENANAMAI{ MODAL DAT{ PELAYAT{AN TERPADU SATU PII{TU
A. SEKRETARH,T

a} SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWA]AN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PENGEMBN{GAN II(IIM USAHA
a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :

1. PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI.
b) SEKSI REGULASI DAN IKLIM USAHA:

1. PENGAWAS PENANAMAN MODAL;
2. ANALIS PERATURAN IKLIM USAHA.

c) SEKSI KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL:
1, ANAL1S PENANAMAN MODAL;
2. PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INSVESTOR;
3. ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA.

C. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
a) SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN :

1. ANALIS PERIZINAN;
2. ANALIS DOKUMEN PERIZINAN;
3. PENGADMINISTRASI PERIZINAN.

b) SEKSI VERIFIKASI PERIZINAN :

1. PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.
C) SQKSI PENGADUAN DAN PERIZINAN:

1. AN+HS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAI(AT;
2. ANALIS INVEST]GASI INTERNAL;
3. PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN.

D. BIDANG PENAIiIA.DIA,IT MODAL
a) SEKSI INVESTASI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH :

1. PEI{YUSUN RENCANA INVESTASI;
2. PENGELOLA KERJASAMA DAN INVESTASI.
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b) SEKSI PROMOST :

1. PENGAWAS PENANAMAN MODAL;
2. ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH.

c) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN :

I. PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI.

20. DINAS LIIVGKUNGAIT HIDT'P
A. SEIIRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN:
I. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDAITG TATA LINGKI'NGAN
a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP:

1. ANALIS LINGKUNGAN HIDUP;
2. PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN

LINGKUNGAN HIDUP.
b) SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN :

1. PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN;
2.PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS DAMPAK

LINGKUNGAN.
c} SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP:

1. ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP;
2.PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN

KAWASAN KONSERVASI.
C. BIDANG LIMBAII

a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA:
1. ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN.

b) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN LIMBAH :
1. PENGELOLA PEI{YEHATAN LINGKUNGAN.

c) SEKSI KAJIAN PENGELOLAAN LIMBAH :

1. PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN.
D.BIDANG PENGEIYDALIAIT PEI{CEMARAN DAN

LINGKT'NGAN
a) SEKSI PEMANTAUAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN:

1. PENGELOLA LINGKUNGAN;
2. ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN;
3. PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN.

KERUSAIqN

b) SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN:
1. ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP;
2. ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN;
3. PENGELOLA PERTAMBANGAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP.

c) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP:
I.PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN;
2' PEI{YUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN

LINGKUNGAN HIDUP;
3. PENGEVALUASI PROSES DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
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E.BIDAITG PENATAAIT DAN PEIYIITGITATAII NAPASITAS LtrGKI'ITGAN
HIDT'P
a) SEKSI PENGADUAN HUKUM LINGKUNGAN :

1, PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN.
b) SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN :

I. ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN.
c) SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP:

I. ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.
2. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP.

21. DIIVAS KEPEMUDAAIT DAIT OLAHRAGA
A. SEI(REf,ARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B.BIDANG KEPEMI'DAAN
a) SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA:

1. ANALIS KEPEMUDAAN.
b) SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEMUDA:

1. PENYULUH KEPEMUDAAN.
c) SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMUDA:

1. PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN
KEMASYARAKATAN

C. BTDAITG PEMBTIDAYAAN OLAIIRAGA
a) SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA:

1. ANALIS KEOLAHRAGAAN.
b) SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL :

I. ANALIS KEOLAHRAGAAN.
c) SEKSI PENGEMBANGAN PRESTASI oLAHRAGA :

1. PENGELOLA SARANA OLAHRAGA.
D. BIDANG PENIIYGKATAI{ PRESITASI OLAIIRAGA

a) SEKSI PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA ATLIT :

I. PEMBINAJASMANI DAN MENTAL.
b) SEKSI PROMOSI DAN PRESTASI :

1. PEI{YULUH OLAHRAGA.
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :

1. PENGAWAS OLAHRAGA.

ORGANISASI

22' DINAS sATUA-lt Pousr PAuoItc pRArra DAN PEMADAM BtBArtARArr
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b)SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLA GAJI;
3. BENDAHARA;
4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
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c) SUBBAG KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDANG PEIiIBGAI(AN PERUI{DAITG.T'NDANGAN DAERAH

a) SEKSI PEMBINAN DAN PENGAWASAN:
1. PENGELOLA PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN.

b) SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN :

l.PENGELOLA DATA ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN
PENYIDIKAN;

2. PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA;
3. ANALIS PENYIDIKAN;
4. PENGELOLA DATA PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN.

c) SEKSI PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM:
1. ANALIS MATERI PENYULUHAN;
2. PEI{YULUH PENAGANAN MASALAH SOSIAL.

C. BIDAITG XETERTIBAIT UMUM DAN KETEI{TERAMAN MASYARAITA'T
a) SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN :

PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN;
PETUGAS KEAMANAN;
PRANATA PASDUKAN PENGAMANAN DALAM.

b) SEKSI KERJASAMA KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN :

1. ANALIS PROGRAM KERJA SAMA LEMBAGA MASYARAI(AT;
2. PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

c) SEKSI KETERTIBAN UMUM :

1. PENGELOLA KETERTIBAN.
D. BIDAITG PEMADAM KTBAXARAN

a) SEKSI OPERASI DAN PENCEGAHAN:
1. ANALIS SAR;
2. PRANATA PEMADAM KEBAI(ARAN;
3. PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAI(ARAN;
4. ANALIS KEBAKARAN;
5. OPERATOR MESIN (MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN).

b) SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA:
1. PENGELOLA PENATAAN PEMELIHARAA SARANA DAN PRASARANA;
2. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA.

c} SEKSI PENYULUHAN RESIKO KEBAI(ARAN :

1. PEI{YULUH RESIKO KEBAKARAN.
E. BIDAITG PERLINDUNGAN MASYARAKA'T

a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :

1. PENGOLAH DATA.
b) SEKSI PENGADUAN MASYARAKAT:

1. ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT.
c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:

1. PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

23. DINAS KEBUDAYAAIiI
A. SENRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b} SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWA]AN.
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;

1

2
3
4
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5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
B.BIDAIIG ADAT DAN TRADISI

a) SEKSI PELESTARIAN NILAI ADAT DAN TRADISI :

1. PENGELOLA DATA UPACARA ADAT.
b) SEKSI PENGUATAN LEMBAGA ADAT:

1. PENYUSU PROGRAM PEMBINAAN UPACARA ADAT.
c) SEKSI PENELUSURAN ADAT DAN SENI BUDAYA:

1. PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT.
C. BIDANG SE.'ARAH DAN CAGAR BI'DAYA

a) SEKSI SEJARAH DAN PERMUSEUMAN :

l.PENGELOLA DATA PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI
MUSEUM.

b) SEKSI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA:
1. PENGELOLA DATA NILAI BUDAYA;
2. PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN SITUS.

c) SEKSI KERJASAMA:
1. PENGELOLA DATA LINGKUNGAN BUDAYA;
2. PENGELOLA DATA PENULISAN NILAI BUDAYA.

D. BIDAI{G SENI BT'DAYA
a) SEKSI KELEMBAGAAN SENI:

1. PENGELOLA DATA SENI RUPA MURNI;
2. PENGELOLA DATA SENI RUPA TERAPAN;
3. PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA.

b) SEKSI PENGGALIAN DAN PAGELARAN SENI BUDAYA:
1. PENGELOLADATASENI PERTUNJUKAN TRADISONAL; ]

2. PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN NON TRADISONAL.
c) SEKSI BAHASA DAN SASTRA:

1. PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA.

P
TANA TORAJA, nt(
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JABATAN PELAKSAITA PADA T'NST'R PENGAWAS PEITYELENGGARA
PEMERIITTAIIAN DAERAII

INSPEKTORAT

A, SEKRETARIAT

A) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISRASI PERSURATAN;
3. PENGELOLA GAJ].
4. BENDAHARA;
5. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;
6. PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN

PEMERIKSAAN;
7. PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN;
8. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 1

1. PENGADMINISTRASI UMUM.

C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 2 :

1. PENGADMINISTRASI UMUM.

D.INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 3 :

1. PENGADMINISTRASI UMUM.

E. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 4 :

1. PENGADMINISTRASI UMUM.

P TI TANA TORA"'A,o
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KAE}UPATEN
TANA TORAJA

HASIL

Lt

.*

tu\

?"1

BIRINGI(ANAE



34

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

40 TAHUN 2017
30 DESEMBER 2017

JABATAN PELAKSANA
NEGERI SIPIL DI LING-
ERINTAH KAE}UPATEN

JABATAII PEL/lxsANA PADA t NsuR PEltt rrrrAltc ITRUSAN PEMERTNTATIATV

1. BAI)AJT PERENCANAAN PEMBANGUNAIT DAIRAII
A.SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI:
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
3. PENGELOLAGAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDAI{G PENELITIAN DAN PEITGEMBANGAN

a) SUB BIDANG PENELITIAN :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

b) SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN.

c) SUB BIDANG KERJASAMA :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS KERJASAMA.

C. BIDAI{G EKONOMI
a) SUB BIDANG EKONOMI DAN INVESTASI :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

b) SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

c) SUB BIDANG EKONOMI KREATIF DAN JASA :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

D. BIDANG SOSIAL BI'DAYA
a) SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

b) SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN:
1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

c) SUB BIDANG PROMOSI DAN KELEMBAGAAN :

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
2, ANAIIS DATA DAN INFORMASI.

L
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E. BIDANG IIYFRASTRT'KTUR
b) SUB BIDANG TATA RUANG :

1, PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
c} SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP:

1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
d} SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA AIR:1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;

2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

2. BADA.IY PEIYGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERATI
A. SEI(REIARIA'T

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN:
2. PEI\IYUSUN EVALUASI DAN PELAPoRAN,

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.
B. BIDAITG AITGIGARAIT

a) SUB BIDANG PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN:
1. PENGELOLAANGGARAN;
2, VERIFIKATOR ANGGARAN.

b} SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG :

1. PENGOLAH DAFTAR GAJI;
2. VERIFIKATOR ANGGARAN.

c) SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG :

1. PENGOLAH DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. VERIFIKATOR ANGGARAN.

C. BIDANG PERAEilDAIIARAAN
a) SUB BIDANG KAS DAN GIRO :

I. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS.
2. PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA.

b) SUB BIDANG PENGUJIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN
PEMBIAYAAN:
1. PENGOLAH DAFTAR GAJI;
2. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN.

C) SUB BIDANG PENGUJIAN BELANJA LANGSUNG : .

1. PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR.
D.BIDAITG AI{UNTANSI

a) SUB BIDANG PENDAPATAN :

1. PENGELOLA PENDAPATAN;
2. ANALIS PENDAPATAN.

b) SUB BIDANG BELANJA :

1. PENGELOLA DATA TRANSAKSI;
2. PENATA LAPORAN KEUANGAN.

c) SUB BIDANG PEMBIAYAAN :

1. PENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH;
2. PENGELOLA AKUNTANSI.
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E. BIDAITG ASET
a) SUB BIDANG PEMETAAN DAN PENGADAAN ASET:

1. ANALIS DATA PENGADAAN TANAH;
2. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS.

b) SUB BIDANG NERACA DAN PENILAIAN ASET:
1. PENGOLAH DATALAPORAN NERACA;
2. PEI.TYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN

BARANG.
d) SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET :

1. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
2. PRANATA BARANG DAN JASA.

3. BADAN PENDAPATAI{ DAERAH
A. SEKRETARIAT

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI:
. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
UB BAGIAN UMUM :

. PENGADMINISTRASI UMUM;

. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;

. PENGELOLA GAJI;

. BENDAHARA;

. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;

. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;

. PENGELOLA PERJALANAN DINAS.
B. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUITAI{ / BPHTB

a) SUB BIDANG PELAYANAN PAJAK DAN BEA:
1. PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK;
2. PENGELOLA WAJIB PAJAK.

b) SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK DAN BEA:
1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH;
2. PENGELOLA PENDAPATAN.

c) SUB BIDANG EVALUASI DAN KEBERATAN:
1. PENGELOLA LAPORAN REALISASI PENERIMAAN.

C. BIDANG PA"'AK DAERAH L/UNITYA DAN RETRIBUSI DAERAII
a) SUB BIDANG PELAYANAN PAJAK DANRETRIBUSI:

1 . PENGELOLA PENDAF"TARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI ;2. PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH.
b) SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN:

1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASI DAERAH;
2. PENGELOLA PENDAPATAN.

c) SUB BIDANG EVALUASI DAN KEBERATAN:
1. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

DAERAH;
2. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

D. BIDANG PENAGIIIAN DAN PENERIMAAN
E) SUB BIDANG PENAGIHAN :

1. PENGELoLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN;
2. PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRBUSI DAERAH

b) SUB BIDANG PENEATATAN:
1. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

DAERAH;
2. PENGELOI.,A REALISASI LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

b
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c) SUB BIDANG PENER]MAAN:
1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH;2. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN.

4. BADAN KEPEGAWAIAIT DAIT PENGEMBAITGAIT STIMBER DAYA MAIVUSIA
A. SEKR.EIARIAT

A) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
1. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
2. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGADMINISTRASI UMUM;
6. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDAITG MUTASI
a) SUBBIDANGMUTASI:

. PEI{YUSUN RENCANA MUTASI;

. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.
UB BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIER :. PE}MJSUN RENCANA PROMOSI;
. PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI;
. ANALIS PENGEMBANGAN KARIR.
UB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN :

. PENGADMINISTRASI TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR;

. PENGELOLA DATA SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA.

37

C. BIDAITG DATA DAIT IiltrlORMASI PECIAWAI
a) SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI :

1. PENGELOLADATA;
2. PENGELOLAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.

b) SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN JASA :

1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN;
2. PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

c) SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN DISIPLIN :

1. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR;

2. PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI.
D. BIDANG SDM APARATUR

a) SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

1. ANALIS DIKLAT.
2. PRANATA NIru,Nt;
3. PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR.

b) SUB BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

I. PEI.IYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT.
c) SUB BIDANG KERJASAMA LEMBAGA DAN PEMBINAAN TENAGA

OUTSOURCING:
1. PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN;
2. ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

1
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5. BADAN PEITANGGiULANGAN BEICCAIIA DATRAHa} SEKRETARIAT:
1

2
3
4
5
6
7
8

1

2
3
4
5
6

PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
PENGELOLA GAJI;
BENDAHARA;
PENGADMINISTRASI UMUM;
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN:

c) SE

ANALIS MITIGASI BENCANA;
PEI{YIJLUH BENCANA;
PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA;
PRANATA BENCANA;
PET{YELIDIK GEOLOGI;
PENGOLAH DATA PE}MJLUHAN DAN LAYANAN INFORMASI.

KSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK:
ANALIS BENCANA;
ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS;
OPERATOR ALAT BERAT;
PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK;
PEMELIHARA PERALATAN;
PENGELOLA DATA.

KSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :

PEI{YUSUN RENCANA REHABILITASI ;
ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI;
ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL;
PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM;
PENELAAH MUTU KONSTRUKSI;
PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA.

d) sE

TANA TORA^IA,
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

40 TAHUN 2017
30 DESEMBER 2017
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

JABATA.IT PELIIKSA.ITA PADA KECAMATAN

A. SEKRETARIAT
a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI:

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PEI{YUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM:
I. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGELOLAGAJI;
3. PENATA LAPORAN KEUANGAN;
4. BENDAHARA;
5. PENGELOLA PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH;
6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;

c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :

1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.
B. SEKSI PEMERINTAHAN:

1. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM;
2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
3. PENGELOLA MONEV PENYELENGGARAAN PEMDES.

C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:
1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN;
3. PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA.

D. SEKSI SOSIALBUDAYA:
1. ANALIS SOSIAL BUDAYA.

E. SEKSI PEMBANGUNAN:
l.PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN.
F. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

1, PENGELOLA DATA KEAMANAN;
2. PENGELOLA KETERTIBAN;
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A. SEKRETARIAT-' 
i. pellceDMINISTRAsl UMUM;
2. PENATA LAPORAN KEUANGAN;
3. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.

B. SEKSIPEMERINTAHAN:
1. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM;

2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
3. PENGELOLA MONEV PEI{YELENGGARAAN PEMDES.

C. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

1. PENGELOLA DATA KEAMANAN;
2. PENGELOLA KETERTIBAN;
3. ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT.

D. SEKSI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA :1. PENGELOLA PENGENDALTATV -- I,,iOIIITORINGPEMBANGUNAN.
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SEKSIPEMERINTAHAN: -

r]-pbxooior.a RENCANA PEMERINTAHAN UMUM ;

2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
3. PENGELOLA MONEV PEI''IYELENGGARAAN PEMDES.

C. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM:
1. PENGELOLA DATA KEAMANAN;
2. PENGELOLA KETERTIBAN;
3. ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT.

D. SEKSI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA :I. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORINGPEMBANGUNAN. DAN EVALUASI
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JABATAIT PELAXSANA PADA I(ELT'RATIAN

A. SEKRETARIAT
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENATA LAPORAN KEUANGAN;
3. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.

B. SEKSI PEMERINTAHAN :

1. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM;
2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
3. PENGELOLA MONEV PEI{YELENGGARAAN PEMDES.

C. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

1. PENGELOLA DATA KEAMANAN;
2. PENGELOLA KETERTIBAN;
3. ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT.

D. SEKSI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA :

l.PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING
PEMBANGUNAN.
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR : 40 TAHUN 2O17
TANGGAL:TENTANG: N PELAKSANA

SIPIL DI LING-
KABUPATEN

TANA TORAJA
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